Menimbang

Mengingat

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG NONPERIZINAN KEPADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pelimpahan Wewenang Nonperizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Dairi;

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 Tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor
9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 4724);



. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2215

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Daerah
dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
930;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);



Menetapkan

10.

11.

12,

13.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
(Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor
7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi nomor
183);

Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita
Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 20);
Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan  Wewenang Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi
Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG
NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DAIRI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

3. Bupati adalah Bupati Dairi.



10.

11

12.

13.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
yang selanjutnya disebut DPMPPTSP adalah perangkat daerah berbentuk
dinas yang memiliki tugas dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan
perizinan dan nonperizinan di daerah dengan sistem satu pintu.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada
Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah,
Badan Daerah dan Kecamatan.

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat
PPTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses
dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian
produk pelayanan melalui satu pintu.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan
bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau
badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh
pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi
mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah
daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan
penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman
modal di daerah.

Rekomendasi adalah saran yang menganjurkan, saran yang bersifat
membenarkan atau mengizinkan, hal yang meminta perhatian bahwa
orang atau pihak yang disebut dapat dipercaya.

Layanan Pengaduan adalah kegiatan penanganan pengaduan atas
pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan mekanisme dan
tata cara pengelolaan pengaduan.

Layanan Informasi adalah kegiatan pemberian informasi terkait

pelayanan perizinan dan non perizinan.



14. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan
pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk
penandatangannya atas nama penerima wewenang.

15. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari bidang/unsur satuan
kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk

memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Pelimpahan wewenang nonperizinan kepada DPMPPTSP bertujuan untuk

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan nonperizinan.

BAB III
JENIS WEWENANG NONPERIZINAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 3

(1).Tenis wewenang nonnerizinan vane dilimnahkan kenada NPMPPTSP terdiri
dari:
a rekomendasi-
b. layanan informasi;dan
o lavanan neneadian

(2) Pelimpahan wewenang nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliniti nenerhitan nenandataneanan dokiimen nenolakan nermohonan
dan pencabutan.

() Penandatanesanan  dokiimen sebasaimana  dimaksud nada  avat (1)

dilakukan oleh Kepala DPMPPTSP.



A

BAB IV
TIM TEKNIS

Pasal 4

(1) DPMPPTSP dalam memberikan pelavanan nonperizinan dibantu oleh Tim
Teknis yang berasal dari SKPD teknis terkait yang mempunyai kompetensi
dan kemambuan sesuai dengan bhidanenva.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk
memberikan saran nertimbangan dalam bentuk rekomendasi.

(3) Saran pertimbangan yang dibuat oleh Tim Teknis yang diberikan kepada
Kenala DPMPPTSP merunakan dasar Kenala DPMPPTSP dalam
menerbitkan atau menolak suatu permohonan nonperizinan.

(4) DPMPPTSP danat memfasilitasi Tim Teknis dalam melakukan nemeriksaan
teknis lapangan.

(5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud nada avat (11 ditetankan dengan

Keputusan Bupati.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 5

Kenala DPMPPTSP waiih melanorkan nelaksanaan kewenangan kenada Bunati

melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan untuk pengawasan dan evaluasi.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bunati ini mulai berlaku nada tangeal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Mitetankan di Sidikalane

pada tanggal 13 Juni 2017
RITPATI DATRI.

ttd.

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang

pada tanggal 13 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH KARUPATEN DATRI.

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinva

KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP.19701022 199803 1 006



